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Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan keperdataan, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, dimana hubungan suami istri berada dalam ikatan yang kuat sesuai dengan perintah Allah SWT.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., serta menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan tokoh agama, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan pengecualian dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan anak, memverifikasi ketiadaan paksaan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk.telah memenuhi ketentuan formal dengan mempertimbangkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan berupa hubungan yang sudah sangat dekat, ketiadaan paksaan, ketiadaan halangan perkawinan, dan kesiapan ekonomi calon suami. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dilaksanakan melalui pemberian nasihat tentang risiko perkawinan anak, mendengarkan pendapat anak, dan menyarankan penundaan perkawinan, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti tidak adanya rujukan kepada psikolog dan pertimbangan kelanjutan pendidikan yang minimal.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerapkan ketentuan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi aspek formal dan materil, namun implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan dari aspek normatif, institusional, dan sosial-kultural.
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ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a civil bond, but also a very strong bond (mitsaqan ghalidzan) to obey God's commands, and carrying it out is an act of worship. The purpose of marriage in Islam is to fulfill religious guidance in order to establish a harmonious, prosperous, and happy family, where the husband and wife are in a strong bond in accordance with the commands of Allah SWT. The purpose of this study is to analyze the legal provisions regarding marriage dispensations, analyze the judge's legal considerations in Decree Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., and analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in determining marriage dispensations at the Lubuk Pakam Religious Court. The research method used is normative juridical legal research with a document study approach to laws and court decisions. Data sources consist of primary data obtained through interviews with judges, court clerks, and religious leaders, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique uses qualitative analysis. The research results indicate that: Legal provisions regarding marriage dispensation are regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for men and women, with exceptions where dispensation may be requested from the Court for urgent reasons. Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 regulates the procedure for examining marriage dispensation cases, requiring judges to hear the child's testimony, verify the absence of coercion, and consider the child's best interests. The judge's legal considerations in Decision Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. have fulfilled formal requirements by considering the authority to adjudicate, the applicant's legal standing, the reasons for the request, namely a very close relationship, the absence of coercion, the absence of obstacles to marriage, and the prospective husband's economic readiness. The implementation of the principle of the best interests of the child has been carried out through providing advice on the risks of child marriage, listening to the child's opinions, and suggesting a postponement of marriage, although there are still limitations such as the lack of referrals to psychologists and minimal consideration of continuing education. The conclusion of this study is that the Lubuk Pakam Religious Court has implemented the marriage dispensation provisions in accordance with applicable laws and regulations. The judge's legal considerations in Decision Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk have met the formal and material requirements, but the implementation of the principle of the best interests of the child still faces challenges from normative, institutional, and socio-cultural perspectives.
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